WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR: 443/235/Kpts/Dinkes/Huk/2020

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PEMBATASAN SOSIAL KAMPUNG SIAGA COVID-19

Menimbang

Mengingat

- 8

< 3,

WALI KOTA DEPOK,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan
Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota
Depok, Pembatasan Sosial Kampung Siaga Covid-19 (PSKS Covid-19)
merupakan pembatasan sosial pada level Kampung Siaga COVID-19
berbasis Rukun Warga (RW) yang dikategorikan zona merah atau
memiliki agregat kasus positif Covid-19 tinggi, untuk memutus mata
rantai penularan Covid-19 dengan pengaturan dan protokol yang
ditetapkan, yang wilayahnya ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan
rekomendasi Gugus Tugas Covid-19 Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penetapan Wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga Covid-19;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 3723);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3828);

3. Undang-Undang ...



10.

i1,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Coronavirus Disease 19 (Covid-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)
Sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/ Menkes/104 /2020
tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi
2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah
dan Upaya Penanggulangannya;

12. Peraturan ...



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara
Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota
Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk
Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level
Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan
Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
di Kota Depok

MEMUTUSKAN:

: Wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga Covid-19 (PSKS COVID-19)

untuk jangka waktu 14 (empat belas hari) yaitu mulai tanggal 5 Juni
2020 sampai dengan 18 Juni 2020, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.

: Wilayah PSKS COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

dilakukan evaluasi pada hari ke-6 (keenam) dan hari ke-13 (ketiga belas)
untuk menentukan tindak lanjut status PSKS COVID-19.
Pada Wilayah Pembatasan Sosial Kampung Siaga
Covid-19  (PSKS Covid-19) sebagaimana  dimaksud dalam
Diktum KESATU dilakukan upaya penanganan dan pencegahan melalui
cara:
a. tahap persiapan:

1. pelacakan kontak kasus positif;

2. sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam PSKS Covid-19;

3. musyawarah solidaritas sosial masyarakat;
b. tahap pencegahan dan penanganan:

1. sterilisasi ruang, rumah, fasilitas sosial dan fasilitas umum pada

lokasi PSKS Covid-19;
2. pelaksanaan Rapid Test dan/atau Swab PCR;

@

pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;

4. isolasi Rumah Sakit bagi kasus konfirmasi positif Covid-19 atau
kasus terduga Covid-19 yang sebelumnya melakukan isolasi
mandiri.

c. tahap bantuan sosial:
1. pemberian bantuan logistic;

2. pemberian kebutuhan masker, sarung tangan dan handsanitizer;

d.tahap...



d. tahap pendampingan:
1. penguatan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19;
2. pelayanan konsultasi psikologi;
3. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak;
e. protokol keluar/masuk PSKS Covid-19
1. pemberian rekomendasi bebas tugas oleh Lurah setempat untuk
warga di lokasi PSKS Covid-19 yang bekerja;

2. pengawasan orang masuk dan keluar lokasi PSKS Covid-19.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Sosial Kampung Siaga

Covid-19 (PSKS Covid-19) di wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dibentuk Tim Pembatasan Sosial Kampung Siaga
Covid-19 (TIM PSKS Covid-19) dengan susunan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran III Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
paei’aﬂnggal 4 Juni 2020
WALI’ ©TA DEPOK,

Tembusan:

o I L

Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.

Camat Cimanggis;
Camat Pancoranmas;
Camat Beji;

Camat Sukmajaya;
Camat Tapos;

Camat Cipayung; dan
Camat Cilodong.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 443 /235 /Kpts/Dinkes/Huk /2020
TANGGAL : 4 JUNI 2020
WILAYAH PEMBATASAN SOSIAL KAMPUNG SIAGA COVID-19
NO KECAMATAN KELURAHAN RUKUN WARGA
(RW)
1. CIMANGGIS PASIR GUNUNG SELATAN RW 6
MEKARSARI RW 6
CISALAK PASAR RW 2
TUGU RW 8
S PANCORAN MAS DEPOK JAYA RW 4, RW 13, RW 1
PANCORAN MAS RW 7, RW 20
DEPOK RW 7, RW 17
RANGKAPAN JAYA BARU RW 6
MAMPANG RW 8
3. BEJI TANAH BARU RW 11
4. SUKMAJAYA MEKARJAYA RW 5, RW 6, RW 8
8. TAPOS SUKATANI RW 9, RW 11
CILANGKAP RW 14
JATIJAJAR RW 7
CIPAYUNG RATU JAYA RW 2, RW 5
CILODONG SUKAMAJU RW 4, RW 9
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443/235/Kpts/Dinkes/Huk/2020

TANGGAL : 4 JUNI 2020

SUSUNAN TIM PEMBATASAN SOSIAL KAMPUNG SIAGA COVID-19 (TIM PSKS COVID-19)

A. Pengarah

B. Manajer PSKS
Wakil Manajer PSKS

Anggota

C. Manajer Operasional
Wakil Manajer
Operasional

Anggota

D. Manajer Area
Wakil Manager Area
Anggota

8

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Kota Depok; dan

2. Tim Pengawas Kecamatan wilayah PSKS.
Camat wilayah PSKS.

1.
2;
1.
2.

Kapolsek wilayah PSKS; dan

Danramil wilayah PSKS.

Tim Pemantau Kecamatan wilayah PSKS; dan
Puskesmas wilayah PSKS.

Lurah wilayah PSKS.

1.
2.
1:
2.

Babinkamtibmas wilayah PSKS; dan
Babinsa wilayah PSKS.

Tim Pemantau Kelurahan wilayah PSKS; dan
Tim Pengawas Kelurahan wilayah PSKS.

Ketua RW wilayah PSKS.

Ketua Satgas Kampung Siaga wilayah PSKS.

Relawan.
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443 /235/Kpts/Dinkes/Huk /2020
TANGGAL : 4 JUNI 2020

URAIAN TUGAS TIM PEMBATASAN SOSIAL KAMPUNG SIAGA
COVID-19 (TIM PSKS COVID-19)
A. Pengarah:
Melakukan pendampingan dan pengarahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
monev PSKS.
B. Manajer PSKS, Wakil Manajer PSKS, Anggota:
1. merumuskan dan melaksanakan rencana PSKS; dan
2. dalam pelaksanaannya, berkoordinasi dengan Bidang terkait pada Gugus Tugas
tingkat Kota.
C. Manajer Operasional, Wakil Manajer Operasional, Anggota:
1. melaksanakan PSKS di wilayah RW yang berada di wilayah kelurahan yang
menjadi tanggung jawabnya;
2. melaporkan perkembangan PSKS secara periodik; dan
3. dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Satgas Kecamatan dan
Puskesmas sesuai wilayah kerja.
5 2 Manajer Area, Wakil Manager Area, Anggota:
1. melaksanakan PSKS di wilayah RW;
2. melaporkan perkembangan PSKS setiap hari; dan

3. berkoordinasi dengan Satgas Kelurahan dan Puskesmas sesuai wilayah kerja.
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